ABSTRAK

Penelitian yang memiliki judul “Analisis Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan
Udara di Indonesia Terhadap Penumpang Selaku Konsumen” disusun dalam rangka
menganalisis pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara dengan memperbandingkan
pengaturannya di Indonesia dengan pengaturan internasional dan bagaimana perlindungan
hukum yang berlaku terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di Indonesia.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, melalui
pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu akan membahas mengenai
pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan dilihat melalui UU
No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta aturan secara rinci di Peraturan Pelaksananya
yaitu pada Peraturan Menteri No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan
Udara dengan Pengaturan pada Ordonansi Pengangkutan Udara sebagai ratifikasi Konvensi
Warsawa beserta perbandingan dengan pengaturan ganti rugi angkutan udara terkait pada
kecelakaan secara Internasional.

Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu ditemukan perbedaan antara
pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan pengaturan ganti rugi
angkutan udara terkait pada kecelakaan secara Internasional diantaranya adalah perbedaan
prinsip pertanggung jawaban, perbedaan besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan
udara, belum diaturnya sanksi yang memberikan kepastian ganti kerugian melalui asuransi,
hak ahli waris mendapat pembayaran dimuka perbedaan yurisdiksi pengajuan gugatan
sehingga kedua pengaturan tersebut tidak selaras dan belum memenuhi asas kepastian
hukum beserta asas manfaat sesuai pengaturan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999. Selain
itu dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 membuktikan perlindungan hukum di
Indonesia belum maksimal, sebut saja : besaran ganti rugi yang diberikan bisa lebih besar
jika mengacu pada Konvensi Montreal 1999, sanksi yang kurang tegas yang idatur di
pengaturan Indonesia mengakibatkan lahirnya dokumen Release and Discharge (RND),
dan yang terakhir adalah tidak diaturnya batas waktu kepastian dalam pemberian ganti rugi
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